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ABSTRAK

Latar Belakang: Pembangunan PLTSa merupakan alternatif upaya pengelolaan sampah yang dapat
mengurangi timbulan sampah dalam jumlah yang signifikan, terutama pada 12 wilayah yang rata-rata memiliki
volume sampah yang besar. Namun, sampai dengan saat ini pembangunan PLTSa tersebut masih mengalami
hambatan. Hal ini terjadi meskipun sudah banyak peraturan yang diterbitkan untuk percepatan pembangunan
PLTSa pada wilayah-wilayah tersebut. Isu penumpukan sampah ini menjadi cukup mendesak karena dapat
menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat. Karena dianggap sebagai
salah satu bentuk pencemaran lingkungan, penumpukan sampah yang tidak kunjung ditangani ini menjadi salah
satu bentuk kejahatan lingkungan. Metode: Dalam perspektif kriminologi. Temuan: Tindakan yang
menyebabkan perlambatan pembangunan PLTSa ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan karena
terdapat tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat subyektif dan tindakan yang tidak sah
secara obyektif berdasarkan kebijakan yang berlaku. Kesimpulan: Dengan urgensi jumlah sampah yang
semakin meningkat, diperlukan penegasan terhadap pelaksanaan regulasi yang berlaku termasuk Perpres No.
35 tahun 2018.

KATA KUNCI: PLTSa; kejahatan lingkungan; kriminologi hijau; pengelolaan sampabh.
ABSTRACT

Background: The development of Waste Power Plants (PLTSa) is an alternative waste management that can
significantly reduce waste volume, especially in 12 areas with large amounts of waste. However, to this date, the
development of PLTSa has faced obstacle, despite numerous regulations issued to accelerate its implementation in
these areas. The issue of waste accumulation is urgent as it can have adverse effects on the environment and
community’s well-being. Because it is regarded as a form of environmental pollution, the accumulation of waste
become an environmental crime. Method: From a criminological perspective. Findings: Actions that are causing
delays in PLTSA development can be categorized as environmental crimes due to subjective deviations and actions
that objectively violate existing regulations. Conclusion: With the urgency of rising waste volumes, there is a need
for reinforcement of regulations regarding of the implementation of PLTSa development, including the Presidential
Regulation No. 35 of 2018, which pertains to accelerating the construction of PLTSa developments.

KEYWORDS: PLTSa; environmental crime; green criminology; waste management.

1. Pendahuluan

Isu penumpukan sampah bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) proyeksi timbulan sampah
dari tahun ke tahun semakin meningkat. Proyeksi timbulan sampah di tahun 2022
mencapai 69,2 juta ton dan diperkirakan akan terus naik hingga mencapai 70,8 juta ton di
tahun 2025 (Indraswari, 2023). Penumpukan sampah ini bukan isu yang baru saja muncul
dengan jumlah yang besar, tetapi merupakan penumpukan dari tahun ke tahun hingga
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akhirnya saat ini mencapai angka yang cukup tinggi. Pada laporan dari World Bank (2020)
dengan judul “The Atlas of Sustainable Development Goals 2023”, Indonesia merupakan
negara yang berada di peringkat ke-5 sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia.
Tentunya penumpukan sampah dengan jumlah yang banyak juga memberikan berbagai
dampak buruk bagi negara. Selain memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan
seperti air, udara, maupun tanah, sampah juga dapat berdampak terhadap kesehatan
manusia. Karena jumlah proyeksi timbulan sampah yang semakin meningkat setiap
tahunnya, diperlukan solusi untuk menangani penumpukan sampah secara efektif dan
dalam jumlah yang signifikan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada undang-undang tersebut, disebutkan cara
pengurangan, pengelolaan, dan bagaimana sampah dapat secara efektif dimanfaatkan
sebagai sumber daya terbarukan. Sampah dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) yang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Hal ini
dikarenakan sampah yang digunakan relatif berjumlah besar dan dilakukan secara
kontinuitas. Pengelolaan limbah padat perkotaak menggunakan PLTSa diperkirakan dapat
mengurangi sampah hingga 80-90% (Rahardjo, 2023). Sebagai contoh, berdasarkan
perencanaan PLTSa Putri Cempo Solo, dalam sehari akan dimanfaatkan 450 ton atau sekitar
160.200 ton/tahun. Dengan penggunaan sampah sesuai jumlah yang diperkirakan tersebut,
maka dapat diperkirakan bahwa sampah yang tertimbun pada PLTA Putri Cempo dalam
kurun waktu 2007-2017 akan habis dalam waktu kurang lebih 6 tahun (Supriyadik dan
Budiman, 2020).

Berdasarkan Perpres No. 35 tahun 2018, disebutkan bahwa pembangunan PLTSa
berada pada 12 lokasi pembangunan di antaranya yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya, Kota Palembang, Kota Denpasar, Kota Manado dan Kota
Makassar. Meskipun begitu, pembangunan PLTSa di Indonesia masih mengalami berbagai
hambatan sehingga sampai dengan tahun 2021 ini, hanya 1 dari 12 PLTSa yang berhasil
dibangun dan telah beroperasi. Hal ini mengakibatkan permasalahan penumpukan sampah
yang terus meningkat tidak segera teratasi dengan efektif, meskipun pada Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari
Pemda. Maka dari itu, seharusnya Pemda lebih memperhatikan pembangunan PLTSa ini
yang merupakan salah satu alternatif dari pengurangan limbah sampabh.

Isu terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang memberikan dampak buruk,
baik bagi lingkungan itu sendiri maupun manusia, merupakan salah satu kajian yang
dibahas oleh bidang ilmu kriminologi dengan istilah kejahatan lingkungan. Isu ini
merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, mengingat perhatian yang diberikan
terhadap isu kejahatan lingkungan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.
Secara sederhana, kejahatan lingkungan merupakan tindakan yang merugikan bagi
lingkungan hidup, yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kerugian
yang diakibatkan oleh tindak kejahatan lingkungan ini dapat berupa pembakaran,
pencemaran, hingga perusakan lingkungan hidup, yang juga berdampak pada manusia. Di
Indonesia, definisi tindakan yang merugikan terhadap lingkungan hidup dijelaskan dalam
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 28: “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah
ditetapkan.”

Pasal 1 angka 30: “Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup.”
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Berdasarkan definisi tersebut, maka segala tindakan yang berdampak pada perubahan
lingkungan, termasuk pencemaran dan perusakan, akan dianggap sebagai tindak kejahatan
lingkungan. Tindakan ini tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh individu
ataupun kelompok, tetapi juga dapat berupa keputusan pengesahan kebijakan yang
merugikan atau pengabaian isu lingkungan hidup oleh negara. Meskipun kejahatan
lingkungan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional, tetapi pembahasan isu
kejahatan ini menjadi salah satu kajian dalam bidang ilmu kriminologi yang kemudian
dijelaskan melalui pendekatan kriminologi hijau.

Kriminologi hijau atau green criminology tidak hanya berfokus pada bentuk kejahatan
yang merusak lingkungan, tetapi juga memperhatikan secara luas aspek-aspek yang
berkaitan dengannya. Salah satu aspek yang cukup penting adalah regulasi hukum terkait
lingkungan. Setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan pencemaran ataupun
perusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk, baik terhadap lingkungan itu
sendiri maupun kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi
hukum yang efektif sebagai pembatasan terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan
kerugian terhadap lingkungan. Regulasi hukum ini berperan sebagai alat kontrol untuk
memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak kelestarian lingkungan dan
mempertahankan ekosistem. Selain itu, regulasi hukum ini juga digunakan sebagai ajuan
perencanaan serta komitmen pemerintah dalam melakukan penanganan isu yang berkaitan
dengan lingkungan.

Maka dari itu, isu terkait sampah, yang merupakan salah satu bentuk pencemaran
lingkungan, perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu
telah menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang peningkatannya tidak dapat
dihindari. Meskipun pembangunan PLTSa ini merupakan alternatif yang cukup efektif
dalam mengelola jumlah sampah yang besar, pembangunannya masih terhambat. Di antara
12 lokasi pembangunan, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan
pembaharuan pada peraturan daerahnya terutama terkait pengelolaan sampah melalui
PLTSa (Damayanti et al, 2023). Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah dalam
pembangunan PLTSa masih belum diupayakan secara maksimal, meskipun pembangunan
PLTSa ini telah disebutkan dalam undang-undang sejak tahun 2008. Selain itu, pemerintah
juga dianggap ragu dalam mengambil tindakan untuk memulai proses pembangunan PLTSa
dikarenakan rasa takut akan terjadinya kerusakan yang justru terjadi pada lingkungan
karena pengelolaan sampah yang dilakukan kurang tepat (Hawari et al, 2023).

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar masyarakatnya, dalam konteks
ini yaitu salah satunya hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Melalui perspektif kriminologi, isu ini dapat menjadi state environmental crime atau
kejahatan lingkungan negara. Dalam mendefinisikan state environmental crime, Heydon
(2019) menggunakan 3 konsep yaitu: human rights, deviance & legitimacy. Ketika
membahas terkait hak asasi manusia dan penyimpangan, legitimasi menjadi jembatan di
antara kedua konsep yang memberikan label kejahatan kepada negara apabila negara
melakukan tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat subyektif dan
negara belum dapat memenuhi kewajiban yang sudah tercantum dalam regulasi hukum
yang berlaku. Kejahatan lingkungan dan state crime juga dianggap sebagai bentuk kejahatan
yang serupa, terutama dalam hal volume kerugian yang besar dan viktimisasi yang lebih
luas daripada kejahatan konvensional (Lynch, 2019).

Penelitian ini mencoba menguraikan isu terhambatnya pembangunan PLTSa yang
seharusnya menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah sampah secara signifikan, dengan
menggunakan kajian kriminologis untuk memberikan perspektif baru dalam melihat isu
tersebut. Sehingga dapat terlihat urgensi dari pengelolaan sampah yang merupakan
konsekuensi dari aktivitas manusia sehari-hari dan akan terus bertambah seiring
berjalannya waktu.

2. Metode
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Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan
metode literature review atau tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menggunakan
data pendukung berupa penelitian terdahulu dan artikel yang relevan terhadap penelitian.
Dengan mengacu pada beberapa penelitian dengan topik serupa, penelitian ini menekankan
bahwa topik pembahasan mengenai terhambatnya pembangunan PLTSa sebagai alternatif
pengelolaan sampah yang menumpuk merupakan topik yang sudah beberapa kali diangkat
sebagai penelitian karena merupakan isu yang cukup penting bagi lingkungan dan dari
berbagai perspektif lain. Dengan memahami dari berbagai sudut pandang, metode ini
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu
pembangunan PLTSa pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Isu penumpukan sampah yang terus meningkat merupakan isu global yang dirasakan
oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Penumpukan sampah yang berlebihan dapat
dianggap sebagai bentuk kejahatan lingkungan karena memberikan dampak terhadap
lingkungan hidup, termasuk kesejahteraan manusia. Penumpukan sampah dapat
disebutkan sebagai kejahatan lingkungan karena memenuhi beberapa karakteristik dari
kejahatan tersebut, antara lain; berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan dapat
menimbulkan dampak buruk yang berjangka panjang (Bajrektarevic, 2020).

Berbeda dengan kejahatan konvensional, pelaku dari tindakan yang dianggap sebagai
kejahatan lingkungan sangat sulit untuk ditentukan. Dalam melihat penumpukan sampah
ini sendiri, sulit untuk diketahui pelaku dari kejahatan lingkungan tersebut atau siapa pihak
yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan penumpukan sampah bukan
merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, yang
kemudian dapat bertanggung jawab atas kerusakan terhadap lingkungan hidup yang
terdampak. Tidak diketahuinya pelaku dalam suatu kejahatan lingkungan juga merupakan
salah satu hal yang mengakibatkan sulitnya penanganan suatu kejahatan lingkungan untuk
dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun identifikasi pelaku dalam kejahatan lingkungan merupakan hal yang
kompleks, studi kriminologi dapat menganalisis dan memberikan pemahaman terhadap
keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas isu yang terjadi.

Dengan menggunakan perspektif kriminologi, penumpukan sampah yang terjadi
merupakan salah satu akibat dari kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap
pengelolaan sampah di Indonesia. Isu ini dikaitkan dengan pembangunan sejumlah PLTSa
yang sampai saat ini belum selesai dibangun. Pembangunan PLTSa di Indonesia menjadi
penting dikarenakan kaitannya dengan pengelolaan penumpukan sampah yang terus
bertambah setiap tahunnya. Meskipun pembangunan PLTSa bukan merupakan satu-
satunya tindakan pengelolaan sampah yang dapat mengurangi jumlah sampabh, alternatif ini
dianggap cukup efektif karena menggunakan jumlah sampah yang signifikan.

Pembangunan PLTSa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari Pemda. Selain
itu, strategi pembangunan PLTSa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan
yang diakibatkan oleh sampah juga tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2017 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Keberhasilan PLTSa dalam
mengurangi timbulan sampah dapat terlihat pada PLTSa Bantar Gerbang yang berhasil
mereduksi sampah hingga 100 ton per hari (Qodriyatun, 2021). Maka dari itu, dengan
memprioritaskan pembangunan ini, pemerintah dapat mereduksi penimbunan sampah
yang tidak kunjung berkurang di berbagai wilayah di Indonesia.

Regulasi terkait pembangun PLTSa di Indonesia sudah banyak diterbitkan oleh
pemerintah dan beberapa di antaranya sudah diterbitkan sejak lama. Namun, pembangun
PLTSa masih terhambat, yang secara tidak langsung juga menghambat upaya pengurangan
penumpukan sampak di Indonesia. Hambatan pembangunan ini diakibatkan oleh regulasi
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yang ada saat ini terindikasi dapat menimbulkan potensi risiko yang harus dihadapi oleh
pihak-pihak terkait, salah satunya yaitu Pemda (Sudrajat et al,, 2023).

Meskipun begitu, pada rapat terbatas terkait perkembangan pembangunan PLTSa
tahun 2019 lalu, Sektretaris Kabinet Pramono Agung menjelaskan bahwa seharusnya
Pemda tidak perlu khawatir akan permasalahan yang menghambat pembangunan PLTSa,
yang salah satunya disebabkan oleh perbedaan tarif listrik dan ongkos pengelolaan sampah
yang dihasilkan hingga menjadi listrik (tipping fee). Hal ini dikarenakan sudah ada payung
hukum yang mengatur akan hal tersebut (Intan, 2019). Sehingga, seharusnya Pemda dapat
mengoptimalkan pembangunan PLTSa yang dapat mengurangi timbulan sampah dengan
jumlah besar tanpa ragu, terutama terkait pendanaan. Inspektur IV Kementerian Dalam
Negeri Arsan Latif juga menyebutkan bahwa APBN telah dialokasikan untuk mendukung
keuangan daerah, sehingga Pemda dapat mewujudkan strategi nasional terkait
pembangunan PLTSa ini. Ia menekankan bahwa penundaan pembangunan ini
berkontribusi terhadap peningkatan risiko lingkungan seperti perubahan iklim dan
kerusakan lingkungan akibat limbah, yang juga berdampak pada kesejahteraan dan
kesehatan masyarakat (Rahman dan Situmorang, 2021; Utoyo dan Sudarti, 2022). Sehingga
pembangunan PLTSa memang perlu disegerakan.

Pembangunan PLTSa ini bertujuan untuk memenuhi target nasional tahun 2025,
tercantum pada Perpres No. 97 tahun 2017, yang menargetkan pengurangan sampah
sebesar 20,9 juta ton/tahun dan menargetkan penanganan sampah sebesar 49,9 juta
ton/tahun. Sedangkan jumlah sampah di Indonesia, berdasarkan Data Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2020, mencapai 33.320.745 ton/tahun. Maka
dari itu dibutuhkan penanganan yang efektif dalam mengurangi jumlah sampah secara
signifikan.

Pembakaran sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu upaya yang efektif,
terutama apabila menggunakan teknologi yang tepat. Berdasarkan rancangan dalam
Dokumen Negara Long Term Strategy of Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) dan
skenario pemerintah yang didasarkan kesiapan negara pada beberapa aspek, PLTSa Bantar
Gerbang, sebagai salah satu contoh PLTSa yang direncanakan, dapat memenuhi target-
target penurunan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan
perencanaan, yang juga merupakan faktor utama pemanasan global atau dalam kriminologi
disebut sebagai bentuk kejahatan lingkungan (Rajagukguk, 2020; Sitomurni et al,, 2021).

Dalam bidang studi kriminologi, terdapat istilah state environmental crime. Heydon
(2019) mengartikan istilah ini sebagai aktivitas yang merugikan lingkungan, di mana
negara seharusnya dapat mengendalikannya. Istilah ini didasarkan pada konsep dialektik
state crime yang mencakup 3 konsep yaitu: human rights, deviance & legitimacy. Fenomena
terhambatnya pembangunan PLTSa ini dapat dilihat dengan menggunakan konsep
legitimacy atau legitimasi yang menghubungkan kedua konsep lainnya. Dengan
menggunakan konsep ini, label “kejahatan” dapat diberikan kepada tindakan yang
dilakukan oleh negara apabila tindakan yang dilakukan dianggap sebagai penyimpangan
yang bersifat subyektif dan negara belum dapat memenuhi kewajiban yang sudah
tercantum dalam hukum yang berlaku.

Secara subyektif, beberapa akademisi melihat belum adanya kemajuan yang signifikan,
terhadap pembangunan PLTSa di 12 wilayah yang sudah ditentukan, merupakan
perlambatan dalam penanganan timbulan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah,
khususnya dengan mengubahnya menjadi PLTSa, sudah ditekankan sejak lama di
Indonesia. Beberapa di antaranya tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007
tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan untuk percepatan pembangunan pada
Perpres No. 35 tahun 2018. Perpres tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya percepatan
pembangunan PLTSa yang seharusnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan. Namun, tidak ada percepatan yang terlihat setelah diterbitkannya
peraturan tersebut.

Rendahnya kemauan politik Pemda tercermin dari minimnya anggaran daerah yang
dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan beberapa Pemda juga belum melakukan
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pembaharuan peraturan daerahnya terkait pengelolaan sampah melalui PLTSa
(Qodriyatun, 2021; Hawari et al, 2023; Damayanti et al, 2023) Berdasarkan analisis
tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang berkontribusi pada
terhambatnya pembangunan PLTSa ini adalah kurangnya perhatian Pemda dalam
merealisasikan pembangunan dan kekhawatiran akan risiko serta kerugian yang akan
dihadapi. Meskipun pemerintah telah menetapkan anggaran pembangunan ini, biaya masih
menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Pembangunan PLTSa memerlukan perhatian yang serius dikarenakan kondisi
pemasangan yang tidak memenuhi standar yang telah diperhitungkan dalam rancangan
justru dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Namun, dampaknya tetap lebih rendah dibandingkan dengan metode penanganan limbah
menggunakan pembuangan terbuka atau pembakaran fosil (Sarasati et al, 2021). Oleh
karena itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan terus menggunakan sistem
pemantauan terintegrasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangunan
yang optimal.

Pengabaian pembangunan PLTSa ini merupakan bentuk state environmental crime
karena Pemda belum dapat memenuhi kewajibannya dalam mengelola sampah yang
seharusnya ditujukan untuk menjaga keindahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, apabila isu penumpukan sampah ini tidak teratasi dan tidak dilakukan upaya
penanganan lain, maka dampaknya akan semakin terasa di masa yang akan datang, di mana
salah satu karakteristik dari kejahatan lingkungan yaitu dapat menimbulkan dampak buruk
yang berjangka panjang. Penumpukan sampah dapat menjadi permasalahan besar karena
sebagian besar sampah di Indonesia merupakan sampah sisa makanan. Jenis sampah ini
merupakan sampah organik yang menghasilkan gas dan lindi dan dapat mencemari dan
memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup lainnya (Siyamsih dan Nindi, 2019).
Apabila dampak tersebut sudah sangat merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat
untuk memiliki lingkungan yang baik, pemerintah harus menyiapkan regulasi baru yang
tentunya akan melibatkan pendanaan dan strategi baru yang dianggap kurang efektif.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan Pemda terhadap
pembangunan PLTSa dapat dianggap sebagai state environmental crime. Hal ini
dikarenakan isu terhambatnya pembangunan ini memenuhi konsep state environmental
crime, yaitu: beberapa akademisi secara subyektif melihat belum adanya kemajuan yang
signifikan terhadap pembangunan PLTSa di 12 wilayah yang sudah ditentukan, dan belum
terpenuhinya kewajiban Pemda dalam melakukan pengelolaan sampah yang seharusnya
dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan tidak terpenuhinya hak masyarakat
atas lingkungan yang bersih.

Dengan urgensi jumlah sampah yang semakin meningkat, perlu adanya penegasan
terhadap pelaksanaan regulasi pembangunan PLTSa, termasuk peraturan percepatan
pembangunan yang tercantum pada Perpres No. 35 tahun 2018.
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